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SURAT KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI MOROTAI

NOMOR : HK.02.02.28C.04.24.42
Tentang
STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

Bahwa pelayanan publik di Loka POM di Kab. Pulau
Morotai perlu diselenggarakan sesuai dengan asas
penyelenggaraan pemerintah yang baik;

bahwa untuk memberikan kepastian penyelenggaraan
pelayanan publik dan untuk meningkatkan kualitas serta
kinerja pelayanan publik Loka POM di Kab. Pulau Morotai
sesuai kebutuhan masyarakat, perlu disusun standar
pelayanan publik;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas
perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kab.
Pulau Morotai tentang Standar Pelayanan Publik Kepala
Loka POM di Kab. Pulau Morotai;

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2017 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/05/M/PAN/4/ 2009 tentang
Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi
Instansi Pemerintah;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK. 03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan
Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
Reformasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.07.11.6662 tahun 2011 tentang
Persyaratan Cemaran Mikroba dan Logam Berat dalam
Kosmetika sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17
Tahun 2014;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
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Negara Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian
Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat untuk
penyelenggara Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 16 Tahun 2017 Pedoman Penyelenggaraan
Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik;

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 6 tahun 2017 tentang Daftar Informasi Publik yang
Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengawas obat dan
Makanan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam
Berat Dalam Pangan Olahan;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8
Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia
Dalam Pangan Olahan;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26
tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik sektor Obat dan Makanan;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28
tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13
Tahun 2019 tentang Batas Maksimal Cemaran Mikroba
dalam Pangan Olahan;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Mutu Obat
Tradisional;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 5
Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan
berusaha secara elektronik di sektor Obat dan Makanan;
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemasukan Bahan Obat
dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15
Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan
Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia;

Peraturan Badan POM nomor 10 tahun 2021 tentang
Standar  Kegiatan Usaha Dan  Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Sektor Obat dan Makanan;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi
Pemerintah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik vana diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). BSSN
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Keputusan Kepala Badan POM Nomor
HK.02.01.1.2.05.21.216 tahun 2021 tentang Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Badan POM;

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor HK.04.1.23.04.16.1769 Tahun 2016 tentang
Standar Pelayanan Minimal Unit Layanan Pengaduan
Masyarakat di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan
Makanan;

Keputusan Kepala Badan POM No HK.02.021.2.06.20.182
tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Kerja dalam
Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan POM;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KAB. PULAU MOROTAI

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK LOKA POM DI

KAB. PULAU MOROTAI

Menetapkan Standar Pelayanan Publik Loka Pengawas Obat
dan Makanan sebagaimana terlampir

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila diperlukan dilakukan perubahan

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 30 April 2024

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Pulau Morotai
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Salman Farisey, S.Farm., Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN




